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UMUM229

PENDAHULUAN

Beb'erapa bulan yang lalu,tepatnya tanggal 9 April 2O1,4 bangsa lndonesia telah
dihadapkan pada hajatan besar Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD dengan
berbagai persoalan yang selalu menyertainya. Pemilihan Umum (Pemilu) hakekatnya
merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figur kepemimpinan bangsa dan
negara dalam pereode tertentu. Secara konseptual Pemilu merupakan sistem norma dalam
proses penyampaian hak demokrasi rakyat, dan hasilnya pada dlsarnya merupakan
manifestasi kedaulatan rakyat.

Bangsa lndonesia sesungguhnya telah berpengalaman menyelenggarakan Pemilu,
bahkan sampai sekarang telah 11 kati, dengan berbagai persoalan kdrut-marutnya yang

seolah-olah tidak bisa lepas dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Persoalan;persoalan tersebut
dapat terjadi karena aturan hukumnya, atau juga karena faktor pen'qelenggaranya, juga

karena pesertanya baik Partai Politik maupun perorangan, bahkan juga karena
masyarakatnya. Persoalan Pemilu dari tahun 1999 sampai tahun 201p dengan berbagai
perubahan undang-undang yang mengaturnya tidak berkurang, malaH sebaliknya makin
bertambah dan rumit, lebih-lebih dalam Pemilu yang baru beberapa bulqn lalu berlangsung,
artinya empat kali Pemilu, juga sudah empat kali terjadi perubahan undang-undang. Hanya
sayangnya perubahan-perubahan aturan Pemilu belum membawa penyelenggaraan Pemilu
laebih baik dan bahkan situasinya boleh dikatakan fluktuatif, yakni tergarptung dari negosiasi
politik diSenayan2". Hal ini menjadicatatan penting bahwa ternyata penyblenggaraan Pemilu
selama ini tidak pernah berjalan sebagaimana yang diharapkan, bahfian penyelenggara
Pemilu (KPU) tidak memiliki kemampuan untuk menimba pengalAman dari Pemilu
sebelumnya, terutama dari persoalan banyaknya perkara (sekarang si:banyak 7671 yang
dimohonkan ke Mahkamah Konstitusiguna mendapatkan penyelesaian. 

I

Pemilu anggota Legislatif selalu dibarengi perasaan suka-cita dari nestapa. Suka-cita
bagi Partai Politik yang dinyatakan sebagai pengumpul suara terbanyak dengan perolihan
kursi yang banyak, dan bagi calon anggota Legislatif yang dinyatakan lolos. Perasaan suka-cita
ini sangat dirasakan oleh masyarakat karena dalam waktu singkat mendapatkan limpahan
rejeki, baik dari Partai Politik maupun dari masing-masing calon anggdta Legistatif (pesta

rakyat bukan pesta demokrasi). Namun Pemilu juga membawa nestapa bagi calon yang
dinyatakan tidak lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaluipenetapan perolehan suara
secara nasional.

Bagi calon yang dinyatakan tidak lolos tersebut masih terbuka peluang untuk
menggapai mimpinya dengan mengajukan permo}onan penyetesaiani perselisihan hasil
Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan berbagai dalih antara lain; telah terjadi
penyerobotan suara, penggelembungan suara, money politic, manipulasijsuara, dan bahkan
serangan fajar dll. Upaya bagi calon yang memperkarakan hasil Pemilu ke MK sesungguhnya

'2s Disampaikan pada acara Expert Meeting, Menegakan Konstitusional Demokrasi di lndonesia, di Hotel
Patra Jasa, Semarang, Tanggal 22-23 Mei2074. 

Itto Anggota Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember. ittt Adnan Topan Husodo, Pengoturan Dana Kamponye dan lmplikasinya Terhodap Proktek Korupsi
Pemilu,Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Yayasan Perludem, Jakarta,2012,hlm.34.

PEMILIHAN
I
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adalah tidak sebatas untuk menggapai mimpinya menjadi anggota Legislatif, namun lebih dari
itu sebagai perwujuldap penegakan hukum dan demokrasi.

MK merupakan lembaga baru hasil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun
L945, dikonstruksikpn sebagai lembaga yang menjaga dan sekaligus mengawal konstitusiagar
dijalankan sebagaimarla seharusnya. Dan MK sebagai lembaga peradilan diberi amanat secara
konstitusional untuk memeriksa,mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu,
sebagaimana diatul dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun
1945 (UUD NRI 1945) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkmah
Konstitusi, dinyatakan; "....... Memutus penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum".

PEMBAHASAN
1. Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Dan Pemilu

Pemilu sebagaimana yang telah dikemukakan adalah suatu lembaga yang berfungsi
sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat, dan eksistensi kelembagaan
Pemilu sudah diakui bersendikan kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1

ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar". Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan
pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur
konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democrocy).
Prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocrotie) harus
diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi mata uang yang sama. Oleh karena itu,
UUD NRI 1945 hendaklah menganut pengertian bahwa Negara Republik lndonesia adalah
negara hukum yang demokratis (democratische rechstaotl dan sekaligus negara demokrasi
yang berdasar atas hukum (constitutionol democrocy)'3'.

Kegiatan Pemilihan Umum (general election) juga merupakan salah satu sarana
penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu dalam rangka
pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk
menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal
ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana
rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri
pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran
terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan
umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil
rakyat ataupun tidak melakukan apa-apa, sehingga pemilihan umum tidak terselenggara
sebagaima na mestinya233.

Eep Saefullah Fatah menambahkan, pemilihan umum merupakan suatu lembaga
yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. lnti persoalan
pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok fang selalu dipersoalkan dalam
praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham
demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan
umum merupakan cerminan daripada demokrasi23a.

"'Jimly Asshiddiqie, Konstitusi don Konstitusionolisme lndonesio, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.

"tJimly Asshiddiqie, Pengontor tlmu HukumToto Negora, Jilid ll, Konstitusi Press, Jakarta,2006, hlm.

7 0-7 1,.

172.

"o E.p Saifulloh Falah, Menggogos Sistem Pemilihan Umum Yong Tepot, Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas lndonesia, 2000, hlm. 165.
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2. Perselisihan Hasil Pemilu

Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan
secara langsung dapat dipastikan menimbulkan perselisihan akan hasilnya antara peserta (

partai politik, anggota partai politik, perorangan calon anggota DPD, maupun pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden) dengan penyelenggara Pemilu (KPU). Perselisihan ini
timbul dikarenakan hasil penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU yang

dianggap merugikan bagi peserta Pemilu.
Peserta Pemilu yang menganggap telah terugikan akibat penetapan perolehan

suara secara nasional oleh KPU tersebut, secara konstitusional dijamin haknya dapat
mengajukan permohonan penyelesaianya kepada MK. Sebagaimana diatur dalam Pasal

24Cayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan; "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk...memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum", disamping bahwa MK merupakan salah satu lembaga yang

menjadi motor penggerak bagi pengembangan isu:isu ketatanegaraan.
Beberapa hari yang lalu MK telah memutuskan, bahwa tidak lapi sebagai lembaga

peradilan yang menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Femilukada). Hal

ini pada dasarnya mengidikasikan bahwa apa yang selama ini menjadi kewenanganya

I]
"t Didik Sukriono, Restorasi tujuan Asasi Pemilihan Umum Sebagai Upaya Me[ujudkan Pemilu DPR,

DPD dan DPRD yang Deokratis, Makalah disampaikan dalam Refleksi AkhirTahun Assosiasi Pengajar HTN & HAN

Jawa Timur Tahun 2013, hlm. 5.

"t Abdul Bari Azed, Sistem Pemitihon lJmum di lndonesio,Badan Penerbit Eatu]ftas Hukum Universitas

;l
Exp e rt M e e t i n g :' Men egak kan Ko n s titusio n a I D em o Arasi di I n do ne siA "
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PENUTUP

Mencoba memahami secara nyata beberapa persoalan pemilu yang menguras
perhatian semua pihak, terutama tentang penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, kiranya
layak untuk dipertiJnbangkan dibentuknya lembaga peradilan Pemilu yang berkedudukan di
lbukota Provinsi, yapg tidak saja memutus penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, namun juga
memutus pelanggaian Administrasi, maupun tidak pidani Pemitu, yang putusanya bersifat
final dan mengikat.

Expert Meeting:'Menegakkan Konstitutional Denrokrasi di IndoneriA" 155
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